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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Politik Hukum.

Sejauh yang dapat ditelusiri politik hukum telah diperkenalkan di
Indonesia oleh Lemaire pada tahun 1952 dengan bukunya serta Utrecht
pada tahun 1961, namun politik hukum yang diutarakan dalam buku
tersebut tidak ada kelanjutan.

Sejauh yang dapat ditelusuri politik hukum juga telah
diperkenalkan di negeri Belanda pada tahun 1953 oleh Bellefroid yang
mendefinisikan, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang
meneliti perubahan hukum yang berlakus(constituturjyang harus
dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyaraisat (
constituendumn Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah
legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara
(Moh. Mahfud MD, 2009:1).

lus constitutumadalah suatu istilah bahasa Latin yang berarti
hukum yang telah ditetapkan, yakni hukum yang berlaku, artinya
berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu pula (Sugeng

Istanto dkk, 15).
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Dalam kenyataannya hukum yang sedang berlaku (hukum positif),
karena adanya perubahan kehidupan di dalam masyarakat, dan untuk
memahami perubahan tersebut perlu ditelaah apakah pengertian
perubahan, pengertian kehidupan dan pengertian masyarakat. Dari
penelahaan inilah, penulis untuk membahas mengapa narapidana yang
mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi serta bagaimana
peraturan mengenai hak narapidana atas premi seharusnya dirumuskan
di LP Kelas Il.A Ambarawa.

Adanya perubahan kehidupan inilah yang, secara tidak langsung
merubah ius constitutumkarena adanya kenyataan yang berbeda
dengan unsur-unsuus constitutumuntuk kemudian menetapkains
constituendunyang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan
masyarakat yang berbeda tersebut.

Harapan penulis sekiranya penulisan tesis ini dapat memberikan
manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang menjadi salah satu
indikator hukum yang diharapkan atau hukum yang dicita-citakan bagi
Bangsa Indonesia, khususannya berkaitan dengan hak-hak narapidana,
untuk mendapatkan premi setelah melakukan latihan kerja sambil

produksi di unit-unit kerja di LP Kelas 1l.A Ambarawa.

B. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Hak Asasi Manusia, sebagaimana diketahui, adalah hak

dasar/mutlak/kudus/suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap
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manusia serta menempel atau melekat untuk selamanya. Di dalam
kehidupan masyarakat setiap orang wajib memperhatikan serta
menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, demi terciptanya
hubungan baik antar warga masyarakat, setiap anggota masyarakat
merealisasikan hak dasar tersebut dengan penuh kearifan, artinya
ketika “menikmati” hak asasinya dibarengi/diimbangi pula dengan
kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi
(Effendi Masyhur, 2005:178).

Perlu juga diketahui bahwa ada prinsip-prinsip dalam HAM yang
bersifat universal dan telah diterima sebagai hukum internasional.
Indonesia sebagai salah satu anggota PBB turut pula mengadopsi
hukum internasional tersebut.

Prinsip-prinsip HAM (http://www.equitas.org/wp-content/uploads
2011) yaitu:

1. Universalitas

HAM bersifat universal. Semua orang dimana pun di dunia ini
berhak atasnya. Prinsip universal ini merujuk pada nilai-nilai
moral dan etika tertentu yang berlaku di semua wilayah di
dunia, dimana pemerintah dan masyarakat harus
menjunjungnya. Namun, universalitas hak-hak ini tidak berarti
bisa berubah atau dialami oleh semua orang secara sama.

Universalitas HAM tercakup dalam Artikel DUHAM yaitu



22

semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat
dan hak.

Tidak dapat dicabuir{elienability)

HAM tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak yang dimiliki
oleh setiap orang tidak dapat diambil dan dicabut, diserahkan,
atau dialihkan.

Indivisibilitas (indivisibility)

HAM tidak dapat dibeda-bedakan atau dipisah-pisahkan. Ini
merujuk pada kesadaran bahwa semua hak sama pentingnya,
baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Semua
HAM memiliki status yang setara dan tidak dapat diposisikan
dalam urutan yang hirakis. Seorang manusia tidak dapat
ditolak haknya karena seseorang memutuskan bahwa hak
tersebut tidak begitu penting atau tidak esensial. Prinsip tidak
dapat dibeda-bedakan ini dipertegas dalam Deklarasi Vienna.
Saling tergantungrfterdepency

HAM saling tergantung satu sama lain. Ini merujuk pada
kerangka kerja hukum HAM vyang saling melengkapi.
Pemenuhan satu hak sering kali bergantung, secara
keseluruhan maupun sebagian, kepada pemenuhan hak yang
lain. Contohnya, pemenuhan hak atas kesehatan bergantung

pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan, atau
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atas informasi. Hal yang sama hilangnya satu hak bisa

mengurangi hak-hak yang lain.

Kesetaraan

Prinsip kesetaraan ini merujuk pada keyakinan bahwa semua
manusia memiliki hak asasi yang sama tanpa pembedaan.
Kesetaraan tidak harus berarti memperlakukan setiap orang
secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk mempromosikan masyarakat yang adil

bagi semua orang.

Non diskriminasi

Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa semua orang tidak

boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang
sewenang-wenang dan tidak bisa dibenarkan. Diskriminasi

berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa,
keterbatasan fisik, orientasi seksual, agama, opini politik, dan

opini lainnya, asal usul sosial dan geografis, harta kekayaan,
keturunan ataupun status lainnya yang ditetapkan oleh standar
HAM internasional adalah melanggar HAM.

Partisipasi dan inklusi

Setiap orang dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi
dalam dan mengakses informasi yang terkait dengan proses
pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dan

kesejateraan mereka. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan
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partisipasi tingkat tinggi dari komunitas, masyarakat sipil,
kelompok minoritas, perempuan, orang muda, masyarakat adat
dan kelompok-kelompok identitas lainnya.
8. Penghormatan atas perbedaan
Prinsip ini mengakui dan menghargai perbedaan individu

9. Akuntabilitas dan aturan hukum
Negara dan pemangku kewajiban yang lain bertanggung jawab
atas ketaatan pada HAM. Dalam hal ini, mereka harus
menjalankan semua norma dan standar hukum yang termuat
dalam instrumen-instrumen HAM, ketika mereka gagal
melakukannya.

Sifat yang universal menunjukan keberadaan HAM wajib
dihormati oleh setiap manusia di seluruh dunia, berdasarkan kodrat
lahiriah manusia. Kesetaraanq(ality), adalah ekspresi dari konsep
untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat
dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi menunjukan bahwa
tidak seorang pun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang
perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan
politik/ideologi, dan kebangsaan/kewarganegaraan. Tak terbagi
(indivisibility), HAM adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan
termaksud di dalamnya adalah hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial
budaya, dan hak-hak kolektif. Kesalingtergantungaterdependenge

menunjukan bahwa HAM dalam pemenuhannya bergantung pada
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pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan.
Pertanggungjawaban reSponsibility, menegaskan setiap negara,
individu dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non
pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan
dan pemenuhan HAM.

HAM lahir seiring dengan berkembangnya ide konstitusionalisme
yang salah satunya adalah yang memancangkan kookempf law
dengan menggusur tatanan lamde of man (Philipus M. Hadjon,
1987:71).

Memperhatikan cakupan hak asasi yang cukup luas, serta adanya
“tuntutan” untuk memenuhinya secara terus-menerus, maka
implementasinya, selain harus seimbang antar warga masyarakat, juga
warga masyarakat harus mengetahui hak asasinya. Untuk tujuan
tersebut, diperlukan kesadaran bersama, terutama kesadaran para
penyelenggara negara menjadi mutlak. Lebih-lebih  dalam
pelaksanaannya, sebagai akibat stratifikasi anggota masyarakat yang
beragam terdapat perbedaan/diskriminasi yang “menyakitkan” bagi
kelompok lainnya, termaksud di dalamnya kelompok narapidana yang
merasakan maraknya diskriminasi, sehinga sering kali menimbulkan
pertanyaan tentang sejauh mana hukum Indonesia telah melindungi
HAM dan hak-hak narapidana. Oleh sebab itu upaya pembenaan secara
umum tentang hak asasi manusia diatur sampai pada perlindungan bagi

hak narapidana itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia bentuk perlindungan
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terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-

undang Dasar 1945, yang menentukan:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28l ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, yang menentukan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan”

Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan
politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 39
tahun 1999 tentang HAM adalah Negara ditegaskan bahwa
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama
menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, banyak regulasi
telah diupayakan oleh pemeritah untuk dapat melindungi HAM itu
sendiri, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak narapidana
yang telah diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain hak asasi, manusia juga
mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang
lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja berkaitan dengan hak-

hak mendasar manusia, tetapi juga dengan kewajiban dasar manusia
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sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan,
hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan
patuh pada hukum internasional. Sedangkan kewajiban pemerintah
adalah menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM
yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional tentang HAM vyang diterima oleh Indonesia

(Majda El-Muhtaj, 2005:6).

C. Tinjauan Umum Tentang L embaga Pemasyar akatan.

Dalam periode kemerdekaan, setelah melalui perjuangan panjang
para pejuang, Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus
1945. Peristiwa ini melahirkan babak baru pula bagi sistem
kepenjaraan di Indonesia.

Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, beredar surat edaran
yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan Republik
Indonesia. Tepatnya pada 10 Oktober 1945, bernomor G.8/588, dan
dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI yang pertama, Profesor Mr.
Dr. Soepomo.

Profesor Mr. Dr. Soepomo juga memegang pimpinan tertinggi
urusan kepenjaraan RI, sementara pejabat sementara untuk urusan
kepenjaraan sehari-hari dipegang oleh Mr. R.P Notosoesanto, yang

kemudian menjabat Kepala Jawatan Kepenjaraan.
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Surat edaran Mentari Kehakiman RI tersebut berisi tentang
serangkaian peraturan baru yang intinya mengatakan bahwa semua
penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia, dan perintah yang
wajib diikuti adalah perintah dari Menteri Kehakiman atau Kepala
Bagian Urusan Penjara. Surat edaran bertanggal 26 Januari 1946 ini
disebut pedomatReglemen Penjara’”

Tak luput dibenahi oleh Pemerintah RI adalah mengenai kesehatan
mereka yang terpenjara, mengingat sesama pendudukan Jepang banyak
terpidana mati dalam penjara akibat sakit atau kelaparan. Perlakuan
orang-orang penjara juga mempertimbangkan perikemanusiaan dan
keadilan tanpa pandang bulu (baik orang Indonesia maupun Eropa,
Tionghoa, dan lain-lain).

Sistem dalam kepenjaraan perlahan namun pasti kian diperhatikan,
misalnya soal anak-anak terpenjara, harus tetap diperhatikan soal
pendidikannya. Misalnya dengan pelajaran pekerjaan tangan,
pemberantasan buta huruf, pendidikan rohani, latihan jasmani, latihan
ketrampilan kerja di bengkel-bengkel kerja dengan mulai diberikan
upah atau premi.

Upaya perbaikan terhadap pemasyarakatan terus dilakukan dan
tidak hanya terjadi pada bangsa kita, akan tetapi juga pada bangsa-
bangsa lain. Pada tahun 198% International Penal and Penitentiary
Commision (IPPC) (Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan

Pidana) telah merencanakan dan tahun 1934 mengajukan untuk
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disetujui olehThe Asembly of The Leaque of Natigapat Umum
Organisasi Bangsa-Bangsa). Naskah IPPC setelah diadakan perbaikan-
perbaikan dan kemudian pada tahun 1955, disetujui kongres PBB,
yang kita kenal dengarstandart Minimum RuleSMR) dalam
pembinaan narapidana. Pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan
pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan
menerapkannya (Sahardjo,2004:34 ).

Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia
dalam penganugerahan Doctor Honoris Causa bidang hukum dengan
pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain dinyatakan
bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan”. Pendapat
DR. Sahardjo, SH tentang mereka yang pernah mendekam di penjara
amatlah mulia “Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan
sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan
pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu
merasa bahwa ia dipandang sebagai manusia’. Gagasan mengenai
Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April
1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang,
di kota Bandung. Istilah Kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan,
saat bersejarah itu akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan.

Dalam Konferensi Lembaga dirumuskan sepuluh prinsip-prinsip

pokok yang kemudian disepakati sebagai pedoman, pembinaan
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terhadap narapidana, prisip-prinsip tersebut dalam subtansinya terlihat
bagaimana cara negara memperlakukan narapidana sangat manusiawi
dengan mengayomi dan memberikan bekal hidup (Dwidja
Priyatno,2006:98).

Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara,
berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat,
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak
didik berdasarkan Pancasila, narapidana dan anak didik harus
diperlakukan sebagai manusia dan lain-lain, prinsip inilah yang
kemudian tereduksi di dalam sistem pemasyarakatan yang kalau dilihat
sangat mengedepankan perlindungan akan hak-hak narapidana, upaya
perlindungan akan hak-hak narapidana tidak sebatas pada retorika
belaka, namun upaya tersebut direalisasikan di dalam Pasal 14 (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Hak-Hak Narapidana.

Narapidana adalah orang yang secara hukum dirampas hak
kemerdekaannya, namun sah karena berdasarkan hukum dan aturan
undang-undang (UU). Meski dirampas kemerdekaannya, narapidana

tetap mempunyai hak minimal yang harus tetap dipenuhi. Misalnya,
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hak untuk memperoleh akses kesehatan, makanan, dan fasilitas yang
memadai. Juga, hak spiritual untuk beribadah dan berkomunikasi ke
luar pada waktu tertentu. Selain itu, ada hak lain yang merupakan
wujud dari edukasi sebagai perbaikan mentalitas dari para napi, yaitu
tentang pelatihan kerja agar memperoleh keterampilan kerja kelak
ketika mereka keluar dan membaur bersama masyarakat
(http://budisansblog.blogspot.com, Oc Kaligis,2013).

Secara umum hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang menentukan:

(1) Narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang
layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massa lainya yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang
dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau
orang tertentu lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

I.  Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dari hak-hak narapidana yang disebutkan dalam pasal 14 ayat( 1)

di atas, penelitian penulis hanya difokuskan pada salah satu hak yaitu
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mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana.

Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 yang menentukan:

(1) “Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau
premi

(2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus
dititipkan dan dicatat di LAPAS.

(4) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3)
diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk
memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau
untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

(5 Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan
keputusan menteri”.

Perlu diketahui juga bahwa mengenai premi sendiri, terdapat
perbedaan pengertian/definisi yang sangat signifikan dengan premi
yang diberlakukan di dalam sistem pemasyarakatan (LP).

Premi sebagaimana yang dipahami dalam rana ketenagakerjaan
adalah hadiah (uang dsb) yang diberikan sebagai perangsang untuk
meningkatkan prestasi kerja; hadiah (undian, perlombaan, pembelian);
dan jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada
asuransi  sosial  (http://artikata.com/arti-345949-premi.html|,2014).
Dalam ranah asuransi, premi mempunyai makna sejumlah uang yang
harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung
atas keikutsertaannya pada asuransi. Besar premi atas keikutsertaan
pada asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan

asuransi, dengan memperhatikan keadaan-keadaandari tertanggung

(http://ilmihandayanip.blogspot.com, 2013).
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Dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tidak disebutkan secara eksplisit tentang definisi
premi, dan lebih ditekankan pada definisi pengupahan serta macam-
macam pengupahan. Namun dalam praktek kita sering dengar tentang
pemberian imbalan oleh pemberi kerja bagi para pekerja yang kita kenal
dengan sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem
upah prestasi yang ditambah dengan senjumlah premi tertentu.
Contonya, jika Elya sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian
dalam 1 jam, maka dibayar Rp 5.000,00 dan jika terdapat kelebihan dari
200 potong, maka diberikan premi. Misalnya prestasi kerjanya 210
potong per jam, maka Elya akan mendapatkan Rp 5.000,00 ditambah
(10/200x Rp 5.000,00) = Rp5.250,00 dan seterusnya ( http://erlan-
abuhanifa.blogspot, 2009).

Dari definisi premi yang telah diuraikan di atas tentunya berbeda
dengan premi sebagaimana diberlakukan dalam sistem pemasyarakatan.
Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan, premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana
yang mengikuti latihan kerja sambil produksi. Penulisan tesis ini akan

difokuskan pada premi yang diatur dalam sistem pemasyarakatan.

E. Landasan Teori

Teori keadilan menurur Aristoteles.
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Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum, bahwa hukum itu
mengandung rasa Sosial-Etis, baginya, karena hukum menjadi
pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus
adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan
ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak
mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain,
serta adanya kesamaan. Menurut Aristoteles Kesamaan dibagi menjadi
dua yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan
numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan
hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “
memberi tiap orang apa yang menjadi haknya ” (Bernard L. Tanya
dkk, 2010: 44-45).

Pemotongan premi pun harus dijelaskan secara rinci kepada
narapidana karena sejatinya premi merupakan hak yang melekat bagi
narapidana yang telah melakukan latihan kerja sambil produksi di
unit-unit kerja. Untuk dapat mewujudkan upaya realisasi pemberian
premi kepada narapidana, tentunya butuh keadilan dengan tanpa
memandang siapapun dia, termasuk golongan narapidana yang telah
bekerja secara tekun sesuai dengan barang dan jasa yang telah
dihasilkan. Diharapkan dengan landasan teori yang digunakan,
sekiranya dapat mengukur bagaimana realisasi pemberian premi bagi
narapidana serta faktor-faktor penghambat yang terjadi di LP Kelas

II.LA Ambarawa.



